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SINOPSIS 

Adanya Samsat Desa Semugih di Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul karena 

mempunyai jumlah kendaraan yang cukup banyak 952.788 unit kendaraan, jumlah kendaraan 

sebanyak ini tentunya akan menjadi yang perlu dibenahi bagi masyarakat sekitar dan juga 

Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Samsat Desa Semugih mengeluarkan inovasi pelayanan pubik. 

Samsat Desa yang mempunyai produk yaitu pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor yang 

tadinya jauh dari masyarakat dan sekarang sangat dekat dengan masyarakat yang jauh dari pusat 

kota dan sekarang di setiap kecamatan ada Samsat Desa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara yang dilakukan Samsat 

Desa Semugih Kabupaten Gunungkidul dalam menarik minat masyarakat untuk membayar pajak 

kendaraan bermotor juga untuk mengetahui standar pelayanan Samsat Desa Semugih dan faktor-

faktor apa saja yang berpengaruh pada Implementasi Kualitas pelayanan Samsat Desa Semugih. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui 

gambar, sabda, buku-buku, wawancara, observasi lapangan. Teknik analisis data ini mengunakan 

teknik wawancara mendalam, dokumen serta data skunder. 

Hasil penelitian hampir semua variabel dan indikator-indikator dari variabel yang 

digunanakan baik. Inovasi Samsat Desa Semugih, proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor tahunan hanya membutuhkan waktu 3-5 menit. standar pelayanan yanga ada di Samsat 

Desa Semugih, produk pelayanan yang diberikan Samsat Desa Semugih Kecamatan Rongkop 

yaitu pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sifatnya 1 tahunan dan tidak 

melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan, sarana dan prasarana sudah memadai 

seperti kursi, meja, ruang tunggu, jam dan hari tannggal pelaksanaan pelayanan serta plang 

petunjuk jalan. dan juga faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi Samsat Desa Semugih, 

sumber daya manusia Samsat Desa Semugih Kecamatan Rongkop yang pertama adalah 

keterlibatan dari kepolisian tentunya berkaitan dengan STNKB, yang kedua adalah Jasa Raharja 

tentunya berkaitan dengan asuransi jika terlibat kecelakaan, dan BPD Pendapatan Daerah. Desa 

yang ditempati Samsat Desa tersebut menimbulkan dampak yang baik atau dampak positif bagi 

masyarakat sekitar inovasi tersebut dan juga Pemerintah Daerah 

Saran KPPD Gunungkidul harus melakulan evaluasi dalam waktu tiga bulan sekali atau 

satu tahun dan melakukan penyesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait 

pembayaraan pajak kendaraan bermotor baik pajak yang bersifat tahunan atau pajak yang bersifat 

lima tahunan agar target yang diperoleh daerah bisa tercapai. KPPD Gunungkidul harus 

meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan jaringan internet yang ada 

di wilayah Kecamatan Rongkop sehingga memudahkan penyedia layanan publik untuk 

mempercepat proses pembayaran pajak kendaraan bermotor satu tahunan. 
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A. Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan 

bentuk pelayanan yang disediakan 

oleh instansi pemerintah untuk 

masyarakat. Pelayanan publik yang 

dimaksud untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan 

keinginan serta harapan masyarakat. 

Karena pada hakekatnya pemerintah 

adalah pelayan masyarakat. Dalam 

UU No 25 Tahun 2009, pelayanan 

publik (Indonesia 2009) dapat 

diartikan rangkaian kegiatan dalam 

upaya memenuhi kebutuhan 

pelayanan yang diharapkan 

masyarakat setra sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Pelayanan publik merupakan 

tanggungjawab pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan 

masyarakatnya. Pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat harus 

baik dan berkualitas serta sudah 

mendekati harapan masyarakat 

karena baik dan buruknya pelayanan 

publik yang diberikan instansi 

pemerintah kepada masyarakat sering 

dijadikan gambaran keberhasilan 

suatu instansi pemerintah. Dafinisi 

dari Gronroos (1990:27) di dalam 

Ratminto & Atik Septi Winarsih : 

“Pelayanan adalah suatu aktivitas 

atau serangkaian aktivitas yang 

bersifat tidak kasat mata (tidak dapat 

diraba) yang terjadi sebagai akibat 

adanya interaksi  antara konsumen 

dengan karyawan atau hal-hal lain 

yang disediakan oleh perusahaan  

pemberi pelayanan yang 

dimaksudkan untuk memecahkan 

permasalahan konsumen/pelanggan” 

Ratminto & Atik Septi Winarsih 

(2005 : 2). 

Berikut adalah data kendaraan 

bermotor yang ada di empat kabupaten 

satu kota di Yogyakarta antara lain: 

Pertama, data kendaraan bermotor 

yang taerdaftar di Kabupaten 

Kulonprogo tahun 2018 yang pertama, 

mobil penumpang jumlah 14.449 unit, 

mobil bus 6.610 unit, mobil barang 512 

unit, sepeda motor 172.387 unit total 

keseluruhan adalah 194.387 ribu unit 

kendaraan bermotor (Sugeng Utomo 

2018). Kedua yaitu data kendaraan 

bermotor yang terdaftar di Kabupaten 

Sleman tahun 2018 yaitu, mobil 

penumpang 18,787 unit, mobil bus 7, 

384 unit, mobil barang 167, 864 unit, 

sepeda motor 735,734 unit dan 

jumlahnya adalah 929.769 ribu unit 

kendaraan yang terdaftar (Ir. Arina 
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Yuliati 2018). Ketiga, data kendaraan 

bermotor  yang terdaftar di Kabupaten 

Gunungkidul tahun 2018, mobil 

penumpang 22.394 unit, mobil bus 

435.670 unit, mobil barang 8.804 unit, 

sepeda motor 485.920 unit jumlah 

keseluruhannya adalah 952.788 ribu  

unit kendaraan bermotor (Drs. 

Sumarwiyanto 2018). Keempat,data 

kendaraan bermotor yang terdaftar di 

Kota Yogyakarta tahun 2018 mobil 

penumpang 62, 057 unit, mobil bus 2, 

390 unit, mobil barang 14.236 unit, 

sepeda motor 428,370 unit jumlah 

keseluruhanya adalah 507,332 ribu unit 

kendaraan bermotor (Drs. Harjana 

2018). Kelima data kendaraan 

bermotor yang terdaftar di Kabupaten 

Bantul tahun 2018, mobil penumpang 

9,822 unit, mobil bus 36.565 unit, 

mobil barang 13.144 unit, sepeda 

motor 364,552 unit, jumlah 

keseluruhan adalah 424.083 ribu unit 

kendaraan bermotor (Ir. Didik 

Koesbianto 2018). Pada hakekatnya 

SAMSAT Desa Semugih di 

Gunungkidul bertujuan untuk 

memberikan pelayanan yang mudah, 

cepat, tepat untuk masyarakat. Samsat 

Desa Semugih merupakan salah satu 

instansi Pemerintah Daerah/ 

Kabupaten yang harus mampu 

melayani masyarakat dengan 

pelayanan yang maksimal dan baik. 

Dari uraian diatas peneliti tertarik 

untuk meneliti apa saja inovasi Samsat 

Desa Semugih dan strategi apa yang 

dilakukan dalam menarik masyarakat 

agar mau membayar pajak kendaraan 

bermotor dengan adanya Samsat Desa 

di Semugih. 

B. METOLOGI PENELITIAN 

   Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan metode deksriptif 

kualiatif yaitu penelitian dengan cara 

mengumpulkan data yang berupa 

sabda, gambar, dan bukan angka-

angka. Tujuan dari penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui inovasi apa saja 

yang dilakukan Samsat Desa Semugih 

Kabupaten Gunungkidul dalam 

menarik minat masyarakat untuk 

membayar pajak kendaraan bermotor. 

Untuk mengetahui standar pelayanan 

Samsat Desa Semugih dan faktor-

faktor apa saja yang berpengaruh pada 

Implementasi pelayanan Samsat Desa 

Semugih di Kabupaten Gunung Kidul. 

  Dengan ini, laporan 

penelitian berisi kutipan-kutipan data 

untuk memberi gambaran penyajian 
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laporan, serta laporan yang akan di 

sajian berisi naskah wawancara, 

catatan lapangan, foto, video via hp, 

dokumen, catatan, memo dan juga 

dokumen resmi. Dan juga Terdapat 

empat dalam penyajian analisis data 

yaitu, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

C. KERANGKA TEORI 

1. Inovasi 

    Menurut Rogers 

(2003: 219) atribut inovasi dalam 

(Wahyuni et al. 2018). Inovasi adalah 

dapat diartikan sebagai suatu ide, 

produk, informasi teknologi, 

kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan 

praktek-praktek baru atau objek-objek 

yang dapat dirasakan sebagai sesuatu 

yang baru oleh individu atau 

masyarakat. Inovasi dapat di artikan 

juga sebagai kegatan seluruh proses 

menciptakan dan menawarkan jasa atau 

barang baik yang sifatnya baru, dan 

lebih murah atau lebih baik 

dibandingkan dengan yang 

sebelumnya.  

2. Pelayanan Publik 

     Pelayanan publik 

adalah suatu kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Instansi pemerintah 

atau pun SAMSAT Desa untuk 

menyedakan barang dan  jasa untuk 

pemenuhan keutuhan masyarakat. 

Menurut Keputusan ME NPAN tentang 

standar pelayanan, meliputi : Prosedur 

Pelayanan, Waktu Penyelesaian, 

Produk Pelayanan, Sarana dan 

Prasarana, Kompetensi Petugas 

Pemberi Pelayanan.  

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Kualitas Pelayanan Publik 

      Dalam peroses pelayanan ada 

beberapa faktor yang sangat penting 

dari setiap Menurut Atep Adya Barata 

(2003:37) dal     am (Gita Crystalia 

2015), Kualitas pelayanan terbagi 

menjadi dua bagian yaitu kualitas 

pelayanan internal dan eksternal. 

Masing-masing bagian tersebut 
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dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

cukup penting, yaitu sebagai berikut : 

pertama, Faktor yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan internal (interaksi 

pegawai organisasi), yaitu pola 

manajemen umum organisasi, 

penyediaan fasilitas pendukung, 

pengembangan sumber daya manusia, 

iklim kerja dan keselarasan hubungan 

kerja, serta pola insentif. Kedua Faktor 

yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan eksternal (pelanggan 

eksternal), yaitu pola layanan dan tata 

cara penyediaan layanan, pola layanan 

distribusi jasa, pola layanan penjualan 

jasa, dan pola layanan dalam 

penyampaian jasa peran yang berbeda-

beda namun saling berpengaruh  dengn 

Bersama-sma mewujudkan pelayanan 

publik yang baik.                   

D. HASIL PENELITIAN 

    SAMSAT Gunungkidul 

membentuk unit pelayanan di setiap 

Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Gunungkidul untuk mengoptimalkan 

pembayaran pajak tahunan kendaraan 

bermotor. Maka dari itu SAMSAT 

Induk Kabupaten Gunungkidul 

membentuk Samsat Desa, sekarang 

sudah terdapat 2 Samsat Desa yang 

sudah aktif beroprasi yang pertama 

yaitu; Samsat Desa Semugih 

kecamatan Rongkop kabupaten 

Gunungkidul yang sudah beroprasi 

kurang lebih satu tahun. Yang kedua, 

Samsat Desa Hargomulyo Kecamatan 

Gendangsari Kabupaten Gunungkidul 

telah beroprasi mulai tanggak 28 

oktober 2017. Yang ketiga, Samsat 

Desa Kemiri Kecamatan Tanjungsari 

Kabupaten Gunungkidul. Yang 

terakhir adalah Samsat Konter BPD 

Panggang yang juga tahun ini sudah 

beroprasi. Peneliti memfokuskan ke 

Samsat Desa Semugih karena menurut 

Bapak Pramana, dalam wawancara 

pada tanggal 12 Desember 2018 

menyebutkan bahwa potensi wajib 

pajak terdapat di Kecamatan Rongkop, 

sehingga peneliti memfokuskan di 

Kecamatan Rongkop. 

    Samsat Desa Semugih 

Kecamatan Rongkop Kabupaten 

Gunungkidul merupakan unit layanan 

yang merupakan inovasi dari SAMSAT 



7 
 

Induk Kabupaten Gunungkidul yang 

diinisiasikan oleh Kepolisian Republik 

Inonesia untuk memudahkan 

masyarakat membayar pajak tahunan 

dan mengoptimalkan hasil dari pajak 

kendaraan dan outputnya akan 

meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah, dan juga membantu 

pembangunan dan kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Gunungkidul. 

    Namun pada pelaksanaanya 

adanya Samsat Desa Semugih 

Kecamatan Rongkop Kabupaten 

Gunungkidul masih belum dikatakan 

sempurna masih terdapat kendala-

kendala seperti jaringan internet yang 

masih susah, jaringan internet yang 

masih menyambung dengan Kantor 

Desa, keterbatasn informasi mengenai 

adanya Samsat Desa Semugih, ini 

tentunya menjadi masalah bagi 

pemerintah Kabupaten Gunungkidul 

dan juga SAMSAT Induk yang terkait 

dengan inovasi Samsat Desa Semugih 

Kecamatan Rongkop Kabupaten 

Gunungkidul. 

A. Inovasi 

a. Keuntungan pada inovasi 

Inovasi merupakan hal yang 

paling ditunggu kebaruanya dari 

inovasi sebelumnya serta mendapatkan 

keuntungan bagi masyarakat dan 

pemerintah serta Samsat Desa itu 

sendiri, karena dalam suatu inovasi 

yang akan dioperasikan pasti biasanya 

akan menimbulkan dampak yang buruk 

dan dampak yang baik jika inovasi 

awal dan inovasi yang sedang 

dikembangkan sudah ditetapkan secara 

sama atau seimbang dalam menerapkan 

kebijakan Samsat Desa Semugih. 

   Berjalanya Samsat Desa 

Semugih ini yang sudah mencapai 

kurang lebih satu tahun oprasional 

tentu harus ada keuntungan bagi 

penyedia layanan dan juga penerima 

layanan untuk mengukur sejauh mana 

perbedaan antara inovasi yang lama 

dengan inovasi yang terbaru saat ini 

seperti Samsat Desa Semugih ini. Ada 

beberapa keuntungan yang didapat dari 

penyedia pelayanan dan penerima 

layanan. Yang pertama, mendapatkan 

retribusi pajak kendaraan bermotor satu 

tahunan, mendapatkan kepercayaan 

dari masyarakat. 

   proses pelayanan 

Samsat Desa Semugih hanya 

membutuhkan waktu 3 menit dalam 
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menyelesaikan pembayaran pajak 

tahunan, masyarakat bisa datang 

langsung ke Samsat Desa terdekat, 

tentu ini telah membuktikan bahwa 

inovasi pelayanan yang benar-benar 

memberi keuntungan dari pihak 

penyedia layanan dan juga pemerima 

layanan, dari penerima pelayanan 

mendapatkan keuntungan tidak 

membuang biaya terlalu banyak, 

waktu, dan juga tenaga, serta dari 

pemberi layanan sendiri menerima 

keuntungan yang cukup besar karena 

wajib pajak tahunan yang tadinya tidak 

membayar pajak dengan alasan jauh, 

lama, dan antri, sekarang bisa datang 

langsung ke samsat desa terdekat. 

Tentunya akan menambah Pendapatan 

Asli Daerah dari sektor pajak tahunan. 

untuk Samsat Desa Semugih ini buka 

jam kerja dimulai dari hari: 

 

 

 

1. Waktu Pelayanan 

NO JAM HARI 

1. 09.00 - 

12.00 WIB 

SENIN – 

KAMIS 

2. 08.00 – 

11.00 WIB 

JUMAT – 

SABTU 

 

2. Persyaratan Perpanjangan STNK 

Tahunan di Samsat Desa Semugih 

1. STNK ASLI 

2. KTP / SIM / 

PASPOR ASLI 

1.2  Kemungkinan dicoba 

a. Dampak Positif dan Dampak Negatif 

Sudah sangat jelas dengan adanya 

Samsat Desa Semugih Kecamatan 

Rongkop Kabupaten Gunungkidul ini 

tentu mempunyai dampak positif bagi 

masyarakat dan juga ke pada 

penyelenggaraan layanan pajak 

tahunan kendaraan bermotor tidak lain 

yaitu Samsat Desa Semugih.  
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1.3 Kemudahan Diamati 

a. Inovasi Menghasilkan Trobosan Baru 

Pada ketentuanya sebuah inovasi harus 

mudah dipahami dan diamati dari 

semua elemen masyarakat, karena 

hadirnya sebuah inovasi tdak lain 

hanya untuk mempermudah 

masyarakat untuk menggunakanya dan 

tidak lepas juga aparatur negara, jika 

masyarakat sipil mudah memahami 

sebuah inovasi Samsat Desa Semugih 

ini tentunya juga akan memudahkan 

penyedia layanan jasa tersebut karena 

penyedia layana jasa tersebut hanya 

mengoptimakan SDM dan juga unit 

layanan Samsat Desa Semugih ini. Ada 

beberapa trobosan baru yang ada di 

Samsat Desa Semugih Kecamatan 

Rongkop Kabupaten Gunungkidul 

B. Standar Pelayanan Publik Samsat 

Desa Semugih 

 Pengukuran dalam suatu standar 

pelayanan publik harus mecangkup 

beberpa komponen dasar standar 

pelayanan seperti Prosedur Dasar 

Hukum, Pelayanan, Waktu 

Penyelesaian, Biaya Pelayanan, Produk 

Pelayanan, Sarana dan Prasarana. 

Untuk mengukur apakah sebuah 

pelayanan baru sudah memenuhi 

standar pelayanan. Dalam hal ini untuk 

mengetahui atau untuk mengukur 

standar pelayanan publik terkait Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap 

Studi Kasus Samsat Desa Semugih 

Kecamatan Rongkop Kabupaten 

Gunungkidul dengan keputusan 

KEMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 

Standar Pelayanan Publik. 

2.1 Prosedur Pelayanan 

Pengukuran prosedur pelayanan pada 

pelaksananan suatu inovasi yang baru 

Seperti Samsat Desa Semugih ini 

sangat penting untuk dilakukan melihat 

Samsat Desa ini baru berjalan hanpir 2 

tahun tentu sangat penting melihat 
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prosedul pelayanannya, apakah 

pelayanannya masih tidak standar 

pelayanan atau malah sudah lebih baik. 

Dalam Samsat Desa Semugih 

Kecamatan Rongkop Kabupaten 

Gunungkidul sudah sesuai dengan 

prosedur pelayanan, bahwa proses 

membayar pajak tahunan maka wajib 

pajak harus melengkapi beberapa 

syarat dan kemudian melakukan 

pembayaran, dan memasukan data 

wajib pajak kendaraan bermotor atau 

pajak kendaraan yang akan dibayarkan, 

setelah sudah maka dinyatakan telah 

memperpanjang masa berlaku pajak 

kendaraan bermotor. 

Waktu Penyelesaian 

a. Kecepatan Waktu Penyelesaian 

   Samsat Desa Semugih 

Kecamatan Rongkop Kabupaten 

Gunungkidul dalam memberikan 

layanan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor satu tahunan. Dengan 

demikian Samsat Desa Semugih 

Kecamatan Rongkop Kabupaten 

Gunungkidul menargetkan waktu 

penyelesian dengan secepat mungkin 

agar msayarakat yang membayar pajak 

kendaran bermotor tidak menunggu 

lama dan tidak antri lagi. Kabupaten 

Gunungkidul seperti Samsat Desa 

Semugih Kecamatan Rongkop adalah 

bentuk dari komitmen Samsat Induk 

memberikan layanan yang dekat 

dengan masyarakat dan cepat, tidak 

jauh akesnya, tentu saja mudah dan 

sangat membantu, ditambah lagi 

dengan menggunakan IT yang tadinya 

membayar pajak kendaraan lama, antri 

dan jauh sekarang lebih cepat dan 

sangat mudah, data pemilik kendraan 

yang akan membayar pajak kendaraan 

satu tahunan, data pemilik kendaraan 

akan dikirim ke Samsat Induk dan tidak 

butuh waktu lama hanya 3 menit 

pemilik STNKB kendaraan sudah jadi 
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di tempat pembayaran berlangsung, 

jika masyarakat membayar pajak 

kendaraan bermotor di Samsat Desa 

Semugih maka STNKB langsung 

dicetak di Samsat Desa Semugih 

tersebut. Tentunya dengan adanya ISO 

ini sangat membantu dalam proses 

pelayanan yang ada di Samsat Induk 

maupun semua unit-unit layanan yang 

ada di Kabupaten Gunngkidul. 

1.3 Biaya Pelayanan 

Terkait dengan biaya pelayanan 

dalam melaksanakan proses 

pembayaran pajak kendaraan bermotor 

satu tahunan di Samsat Desa Semugih 

Kecamatan Rongkop. Dalam proses ini 

tentunya ada biaya pelayanan yang 

sudah ditetapkan oleh penyedia 

layanan yaitu Samsat Desa Semugih 

Kecamatan Rongkop, biaya yang harus 

dibayarkan oleh pemilik STNKB 

sesuai dengan standar biaya 

pembayaran pajak kendaraan 

bermotor. pembayaraan pajak 

kendaraan sudah sesuai standar biaya 

yang haru dibayarkan akan tetapi ada 

beberapa perbedaan yang harus wajib 

pajak mentaatti jika membayar pajak 

kendaraan. Dalam keterangan diatas 

menunjukan bahwa wajib pajak yang 

membayar pajak kendaraanya sudah 

melebihi batas waktu pembayaran dan 

dikenakan sanksi adm yang berupa 

sangsi PKB pokok menjadi sebesar 

330.000 karena sudah lewat 1 tahun 

harus memnayar sesuai dengan 

ketentuan biaya yang sudah ditetapkan 

sedangkan sangksi admnya sebesar 

125.500. Dan SWDKLLJ pokok 

menjadi sebesar 70.000 ditambah 

35.000 dari ketentuan biaya awal 

dikarenakan telat 1 tahun sedangkan 

sangksi admnya sebesar 40.000 empat 

puluh persen dari satu tahun dan 

maksimal empat puluh lima persen dari 

1 tahun telat membayar pajak 
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kendaraan bermotor. Samsat Desa 

Semugih Kecamatan Rongkop 

Kabupaten Gunungkidul telah 

memberikan pelayanan yang sangat 

mempermudah masyarakat dalam 

menghitung jumlah biaya yang harus 

dibayarkan jika pajak kendaraan 

bermotornya telat 1 tahun lebih dan 

tentunya khususnya yang berada jaih 

dari Kota Kabupaten Gunungkidul 

dalam rangka mendekatkan pelayanan 

publik yang dirangkum dalam pajak 

kendaraan bermotor STNKB 1 

tahunan. 

1.3 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang ada di 

Samsat Desa Semugih Kecamatan 

Rongkop Kabupaten Gunungkidul 

dalam gambar ini telah menunjukan 

dengan jelas bahwa Samsat Desa 

Semugih Kecamatan Rongkop ini telah 

memberikan sarana dan prasarana yang 

cukup baik dengan memberikan plang 

jalan dengan bertuliskan Samsat Online 

Desa Semugih, tentu saja sangat 

membantu bagi masyarakat yang akan 

membayar pajak satu tahunan 

kendaraan bermotornya. Masyarakat 

akan terbantu dengan adanya plang 

petunjuk untuk mempermudah 

masyarakat mengetahui letak Samsat 

Desa Semugih. 

A. Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Implementasi 

Kualitas Pelayanan Publik 

Samsat Desa Semugih  

Pada pelaksanaan pelayanan publik 

tentang Samsat Desa maka tidak lepas 

dari beberapa faktor-faktor yang 

menunjang atau yang mempengaruhi 

jalanya pelaksanaan unit pelayanan 

Samsat Desa. Dalam proses 

pelaksanaan ini mengacu pada teori 

Manufandu (2009) dalam (Suranto, 

Atik Septi Winarsih 2016) berdasarkan 

hail penelitian yang terdapat faktor 
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pendukung dan penghambat terkait 

dengan pelaksanaan unit. 

3.1 Adat / Kearifan Lokal 

Dengan adanya kearifan lokal tentu 

memberikan warna tersendiri dari 

sebuah inovasi layanan yang ada di 

Samsat Desa semugih Kecamatan 

Rongkop, karena banyak berbagai tipe-

tipe masyarakat yang ada di Kecamatan 

Rongkop ada masyarakat yang 

mendukung adanya sebuah inovasi 

yang memudahkan masyarakat, ada 

juga yang tidak mendukung adanya 

inovasi yang keberadaanya di Desa 

Semugih di Kecamatan Rongkop dan 

ada juga masyarakat yang masa bodoh 

ada atau tidak ada sebuah pelayanan 

baru di wilayah sekitar mereka. 

3.2 Letak Geografis 

Sebuah pelayanan publik 

akan menjadi sulit apa bila tempat unit 

pelayanan yang jauh dari letak 

geografis atau pelosok akan tetapi 

pelayanan publik akan lebih cepat dan 

mudah jika letak geografis sebuah 

pelayanan dekat dengan medan yang 

dilayani, oleh karena itu faktor 

pendukuung dari inovasi pelayanan 

publik yang ada di Kabupaten 

Gunungkidul yang tempatnya di 

Samsat Desa Semugih Kecamatan 

Rongkop dengan produk pelayanan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor 

satu tahunan. letak geografis sangat 

menentukan berjalanya suatu 

pelayanan publik pada suatu daerah 

atau kawasan tertentu dengan demikian 

pelayanan publik Samsat Desa 

Semugih tentunya memberikan 

jawaban  bagi semua pelayanan publik 

yang ada bahwa pelayanan publik di 

pelosok atau tempat terpencil akan 

sangat dibutuhkan masyarakat dan 

tentunya akan menambah pemasukan 

dari PAD kabupaten tersebut, pada 
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dasarnya masyarakat ingin dilayanai 

dengan baik cepat dan mudah. 

Infrastruktur 

Infrastruktur merupakan bagian yang 

sangat penting bagi sebuah pelayanan 

apalagi pelayanan yang berada di 

prosok atau pun pedalaman, pelayanan 

publik yang berada di Samsat Desa 

Semugih Kecamatan Rongkop tentang 

pelayanan pembayaran pajak satu 

tahunan kendaraan bermotor tentu. 

Saja letaknya mudah dijangkau oleh 

masyarakat sekitar atau wilayah 

Kecamatan setempat, akses jalan 

menuju sebuah pelayanan publik harus 

bagus jika infrastruktur jalan tidak 

bagus maka pelayanan publik akan 

terganggu dan tidak berjalan sesuai 

dengan yang sudah dipersapkan.  

Sumber Daya Manusia 

  Sumber daya manusia sangat 

lah penting dalam menjalankan sebuah 

pelayanan publik, tentu saja tidak asal-

asal mengambil dan memilih manusia 

agar bisa memenuhi kebutuhan yang 

dibutuhkan oleh unit layanan itu 

sendiri. Di Samsat Desa Semugih 

sendiri ada beberapa orang terpilih 

untuk menjalan kan sebuah pelayanan 

atau unit pelayanan  ada beberapa unsur 

yang terlibat dalam pelayanan publik 

yang ada di Samsat Desa Semugih 

Kecamatan Rongkop yang pertama 

adalah keterlibatan dari kepolisian 

tentunya berkaitan dengan STNKB, 

yang kedua adalah Jasa Raharja 

tentunya berkaitan dengan asuransi jika 

terlibat kecelakaan, dan BPD tentunya 

berkitan dengan pendapatan Daerah 

atau Desa yang ditempati Samsat Desa 

tersebut. Dengan demikian tidak dapat 

diragukan lagi bahwasanya 

sumberdaya manusia yang bertugas di 

Samsat Desa Semugih Kecamatan 

Rongkop sudah memenuhi kapasitas 

yang sudah ditentukan oleh pihak 
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penyelenggara layanan dan sesuai 

dengan tupoksi masing-masing. 

E. PENUTUP 

1. Kesim Inovasi  

Indikator relative 

Keuntungan, proses pelayanan 

Samsat Desa Semugih hanya 

membutuhkan waktu 3-5 menit dalam 

menyelesaikan pembayaran pajak 

satu tahunan, masyarakat bisa datang 

langsung ke Samsat Desa terdekat, 

tentu ini telah membuktikan bahwa 

inovasi pelayanan yang sama-sama 

memberi keuntungannya antara lain 

tidak membuang biaya terlalu 

banyak, waktu, dan juga tenaga. 

Indikator yang kedua yaitu 

campability atau kesesuaian hasil 

penelitian menyebutkan bahwa 

Inovasi Samsat Desa yang ada di 

Desa Semugih dengan cara 

melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat yang ada di Kecamatan 

Rogkop terutama perangkat desa, 

tokoh masyarakat, kemudian pemuda 

atau karang taruna dan pegawai-

pegawai PNS. Indikator yang ketiga 

yaitu Triability atau kemungkinan 

dicoba hasil penelitian menyebutkan 

dampaknya sangat positif karena 

masyarakat sudah merasa terlayani 

dengan mudah, cepat, tidak butuh 

waktu lama, dan dekat dengan 

masyarakat, untuk pemerintah sendiri 

dengan adanya inovasi Samsat Desa 

ini akan meningkatkan pendapatkan 

PAD dan memenuhi target. Indikator 

yang keempat yaitu Observability 

atau kemudahan diamati dari hasil 

penelitian menyebutkan bahwa 

Terobosan pelayanan baru yang 

dilakukan oleh Samsat Desa Semugih 

yaitu bisa langsung datang ke Samsat 

Desa dengan membawa persyaratan 

yang sudah ditetapkan oleh pihak 

penyedia layanan dan proses 

pelayanannya pun tidak memakan 

waktu yang lama pembayaran pajak 

tahunan  hanya perlu 3-5 menit. 

2. Standar pelayanan 

Indikator yang pertama prosedur 

pelayanan persyaratan yang sudah 

ditetapkan penyedia pelayanan publik 

seperti STNKB asli dan 

KTP/SIM/PASPOR asli, wajib pajak 

diwajibkan menyiapkan biaya 

administrasi untuk perpanjang masa 

berlaku STNKB kendaran bermotor 

setelah pembayaran selesai sesuai 

dengan apa yang keterangan di 
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STNKB bermotor selanjutnya adalah 

verifikasi online oleh petugas Samsat 

Desa ke Samsat Induk untuk 

memberikan data yang telah dicatat 

oleh petugas Samsat Desa mengenai 

data kendaraan bermotor yang sudah 

melakukan pembayaran guna 

memperpanjang masa berlaku 

STNKB pemilik kendaraan, 

selanjutnya yaitu pencetakan STNKB 

kendaraan di Samsat Desa Semugih 

yang sudah diverifikasi oleh petugas 

Samsat Desa. Indikator yang kedua 

waktu penyelesian menurut hasil 

penelitian Samsat Desa Semugih 

Kecamatan Rongkop adalah bentuk 

dari komitmen Samsat Induk 

memberikan layanan yang dekat 

dengan masyarakat dan cepat, tidak 

jauh akesnya dengan membutuhkan 

waktu 3-5 menit untuk pencetakan 

STNKB baru. Indikator yang ketiga 

biaya pelayanan menurut hasil 

penelitian biaya standar pembayaran 

pajak kendaraan bermotor. Wajib 

pajak yang membayar pajak 

kendaraanya sudah melebihi batas 

waktu pembayaran dan dikenakan 

sanksi adm yang berupa sangsi PKB 

pokok menjadi sebesar 330.000 

karena sudah lewat 1 tahun harus 

memnayar sesuai dengan ketentuan 

biaya yang sudah ditetapkan 

sedangkan sangksi admnya sebesar 

125.500. Dan SWDKLLJ pokok 

menjadi sebesar 70.000 ditambah 

35.000 dari ketentuan biaya awal 

dikarenakan telat 1 tahun sedangkan 

sangksi admnya sebesar 40.000 

empat puluh persen dari satu tahun 

dan maksimal empat puluh lima 

persen dari 1 tahun telat membayar 

pajak kendaraan bermotor. Indikator 

yang keempat produk pelayanan 

menurut hasil penelitian produk 

pelayanan yang diberikan Samsat 

Desa Semugih Kecamatan Rongkop 

yaitu pelayanan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor yang sifatnya 1 

tahunan dan tidak melayani 

pembayaran pajak kendaraan 

bermotor 5 tahunan. Indikator yang 

kelima sarana dan prasarana menurut 

hasil penelitian sarana dan prasarana 

sudah memadai seperti kursi, meja, 

ruang tunggu, jam dan hari tannggal 

pelaksanaan pelayanan serta plang 

petunjuk jalan. 

3. Faktor-faktor Yang 

Mempengaruhi Impemntasi 

Pelayanan Publik Samsat Desa 

Semugih 
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  Indikator yang pertama adat 

dan kearifan lokal menurut hasil 

penelitan kearifan lokal tidak lah 

selalu menyusahkan sebuah 

pelayanan baru karena seuatu inovasi 

baru akan lebih memudahkan 

masyarakat dalam membayar pajak 

kendaraan  bermotror satu tahunan di 

Samsat Desa Semugih, akan tetapi 

ada juga masyarakat yang 

mengganggap dengan adanya suatu 

unit pelayanan baru akan mempersulit 

dirinya. Indikator yang kedua letak 

geografis dari hasil penelitian 

menyebutkan bahwa etak geografis 

sangat menentukan berjalanya suatu 

pelayanan publik pada suatu daerah 

atau kawasan tertentu dengan 

demikian pelayanan publik Samsat 

Desa Semugih tentunya memberikan 

jawaban  bagi semua pelayanan 

publik yang ada bahwa pelayanan 

publik di pelosok atau tempat 

terpencil akan sangat dibutuhkan 

masyarakat dan tentunya akan 

menambah pemasukan dari PAD 

kabupaten tersebut, pada dasarnya 

masyarakat ingin dilayanai dengan 

baik cepat dan mudah. 

  Indikator yang ketiga 

infrastruktur melihat dari hasil 

penelitian infrastruktur yang menuju 

ke Samsat Desa Semugih sangat 

mudah  dan tidak ada masalah yang 

serius terkait infrastruktur, tidak 

memungkiri bahwasanya Kabupaten 

Gunungkidul memiliki kontur tanah 

yang berbeda dengan Kabupaten 

yang ada di daerah lain, karena kontur 

tanah yang ada di Kabupaten 

Gunungkidul banyak jalan yang 

meninggi berbelok kan curam akan 

tetapi sepanjang jalan Kabupaten 

Gunungkidul yang menuju ke Samsat 

Desa Semugih Kecamatan Rongkop 

tidak ada yan rusak. Indikator yang 

keempat sumber daya manusia 

menurut hasil penelitian  Samsat Desa 

Semugih Kecamatan Rongkop yang 

pertama adalah keterlibatan dari 

kepolisian tentunya berkaitan dengan 

STNKB, yang kedua adalah Jasa 

Raharja tentunya berkaitan dengan 

asuransi jika terlibat kecelakaan, dan 

BPD tentunya berkitan dengan 

pendapatan Daerah atau Desa yang 

ditempati Samsat Desa tersebut. 

Dengan demikian tidak dapat 

diragukan lagi bahwasanya 

sumberdaya manusia yang bertugas 

di Samsat Desa Semugih Kecamatan 

Rongkop sudah memenuhi kapasitas 
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yang sudah ditentukan oleh pihak 

penyelenggara layanan dan sesuai 

dengan tupoksi masing-masing. 

Dari ke tiga variabel dan 

indikatornya dapat menarik 

kesimpulan bahwa inovasi samsat 

desa semugih sangat diperlukan 

terutama di daerah yang terpentil jauh 

dari pusat kota. 

Saran 

1. KPPD Gunungkidul harus 

melakulan evaluasi dalam kurung 

waktu tiga bulan sekali atau satu tahun 

dan melakukan pemyesuaian dengan 

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

terkait pembayaraan pajak kendaraan 

bermotor baik pajak yang bersifat 

tahunan atau pajak yang bersifat lima 

tahunan agar target yang diperoleh 

daerah bisa tercapai.  

2. Perlunya kordinasi yang baik antara 

Samsat Induk dan juga Samsat Desa 

agar mendapatkan informasi yang 

cepat dan tidak ada kesalahan dalam 

memberikan informasi sehingga 

permasalahan ke habisan blangko stnk 

tidak terulang lagi. 

3. KPPD Gunungkidul harus 

meningkatkan akses teknonogi 

informasi dan komunikasi terkait 

dengan jaringan internet yang ada di 

wilayah Kecamatan Rongkop sehingga 

memudahkan penyedia layanan publik 

untuk mempercepat proses 

pembayarana pajak kendaraan 

bermotor satu tahunan. 

4. Memberikan kembali sosalisasi 

terkait adanya Samsat Desa Semugih 

tentang pembayaran pajak kendaraan 

bermotor satu tahunan, untuk 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 

karena hal ini menjadi tolak ukur suatu 

inovasi dikatakan sukses atau tidaknya. 

5. Samsat Desa yang ada di Kabupaten 

Gunungkidul seharusnya juga memiliki 

pembayaran pajak yang bersifat lima 

tahunan, karena kenapa jarak tempuh 

dan medan yang bukit yang curam 
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menjadi alasan kenapa perlunya adanya 

pembayaran pajak lima tahunan dengan 

begitu masyarakat akan membayarkan 

pajak yang lima tahunan ataupun yang 

satu tahunan karena dekat. 
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